Bab 2
Profil Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika

2.1. Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan
pada tanggal 28 Oktober 2010 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
(Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 sebagai pengganti dari Peraturan
Menteri Kominfo Nomor 25/PER/M.KOMINFO/07/2008. Dengan struktur yang baru
Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat
Jenderal, empat Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat
Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan satu
badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dua Direktorat
Jenderal yang baru vyaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika merupakan

hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur yang lama.

Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tersebut, tugas pokok

dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan di bidang

komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut:

(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan
informatika;

(2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

(3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika;



(4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Komunikasi dan Informatika di daerah; dan

(5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/2010
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2.2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah
salah satu Direktorat Jenderal yang baru terbentuk melalui Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/2010 yang merupakan hasil pemekaran dari Direktorat
Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur yang lama. Ditjen SDPPI ini berfokus pada
pengaturan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika
yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan) maupun oleh
publik/masyarakat. Dengan demikian wilayah pengelolaan, fasilitas dan pengaturannya juga

hanya berfokus pada sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Jenderal




lain yang dihasilkan dari pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kedua Ditjen inilah yang banyak
mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja baru
setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsi dari
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Sumber Daya;
3. Direktorat Operasi Sumber Daya;
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
6. Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
a. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
b. Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari Balai/Loka/Pos Monitoring

Spektrum Frekuensi tersebar di 35 lokasi.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
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Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya
dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
(2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
(3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika;
(4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos
dan informatika; dan
(5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika.



Berdasarkan struktur serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Ditjen SDPPI ini, maka

disamping fungsi kebijakan, pengaturan dan pembinaan, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika juga memiliki fungsi pelayanan publik. Fungsi layanan publik ini

dilakukan melalui penerbitan izin spektrum frekuensi radio, pengaduan gangguan spektrum

frekuensi radio, pengujian kompetensi dan sertifikasi operator radio, sertifikasi dan

pengujian perangkat telekomunikasi.

2.2.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI (Setditjen SDPPI) mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen

SDPPI. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen SDPPI menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi bantuan
teknik luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika;

Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi
manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, serta pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum di bidang
sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika;

Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal;

Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana,

perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

2.3. Direktorat pada Ditjen SDPPI

2.3.1. Direktorat Penataan Sumber Daya



Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Dalam melaksanakan
tugasnya, Direktorat Penataan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan
sumber daya;
(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya;
dan

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

2.3.2. Direktorat Operasi Sumber Daya

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Dalam melaksanakan
tugasnya, Direktorat Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi sumber daya;

(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sumber daya;

(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi

sumber daya;
(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya;

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

2.3.3. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan



tugasnya, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat
pos dan informatika;
(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan
perangkat pos dan informatika;
(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
(4)  Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber
daya dan perangkat pos dan informatika; dan

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

2.3.4. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan
informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan
Informatika menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan
informatika;
(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan
informatika;
(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi
perangkat pos dan informatika;
(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat
pos dan informatika; dan

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

2.4. Unit Pelaksana Teknis

2.4.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)



Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika, disamping itu secara administratif BBPPT dibina oleh Sekretaris Ditjen SDPPI
dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan
Informatika. Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/

M.KOMINFO/03/2011.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi ini menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
c. Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat
telekomunikasi;
d. pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi,
electromagnetic compability (EMC) dan kalibrasi;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian
alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Technical Specification Regulation), Standar
Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti I1ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga
mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin
bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-

benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia yang

semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian



Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik
infrastruktur maupun sumber daya manusia. Untuk menjamin mutu pengujian dan
kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada 1SO-17025:2005 dan telah
memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi dilengkap dengan sarana pendukung berupa:

(1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;

(2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;

(3) Laboratorium Pengujian EMC;

(4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT
adalah:

(1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;

(2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;

(3) Pengujian Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi;

(4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;

(5) Jasa Penyewaan Alat.

2.4.2. Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di
lingkungan Ditjen SDPPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, adapun secara administratif dibina oleh Sekretaris

Ditjen SDPPI dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian SDPPI.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi
radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring,

penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi



radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan

perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
menyelenggarakan fungsi:
(1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan
perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
(2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor
spektrum frekuensi radio;
(3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
(4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor
Spektrum Frekuensi Radio;
(5) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
(6) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi
radio;
(7) Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
dan
(8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi

radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat)
kelas yaitu :

(1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;

(2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Il;

(3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

(4) Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

2.5. Sertifikasi Kelembagaan

Beberapa organisasi kelembagaan didalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki fungsi pelayanan kepada publik maupun

tugas yang mengharuskan adanya proses atau prosedur dalam menjalankan tugas dan



fungsi tersebut. Untuk menjamin prosedur yang baku dan memenuhi standar maka
beberapa organisasi yang memberikan pelayanan tersebut juga telah melakukan proses
sertifikasi mutu pelayanan organisasi dalam bentuk sertifikasi ISO. Sesuai dengan tugas yang
dimilikinya, sertifikasi mutu pelayanan dalam bentuk sertifikasi mutu ini dimiliki oleh unit
kerja pelayanan izin spektrum frekuensi radio dan unit kerja monitoring spektrum frekuensi
radio, serta Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Sebagian besar sertifikasi mutu
pelayanan yang telah dimiliki unit kerja di Direktorat Jenderal SDPPI adalah sertifikasi I1SO

9001 yang terkait dengan mutu pelayanan.

Tabel 2.1. Sertifikasi Mutu ISO untuk pelayanan yang dimiliki unit kerja di Ditjen SDPPI

No Kelembagaan Sertifikasi Lembaga yang
mengeluarkan
1. | Pelayanan lzin Spektrum Radio ISO 9001 : 2000 TUV-CERT

Frekuensi Direktorat Operasi
Sumber Daya

2. | Balai Besar Pengujian Perangkat | ISO/IEC 17025 : 2008 llac-MRA-KAN
Telekomunikasi

3. | UPT Balai Monitoring Frekuensi | ISO 9001: 2008 Global Group (UKAS)
Kelas Il Bandung

4. | UPT Balai Monitoring Frekuensi | ISO 9001: 2008 Global Group (UKAS)
Kelas Il Surabaya

5. | UPT Balai Monitoring Frekuensi | 1ISO 9001:2008 Global Group (UKAS)

Kelas Il Denpasar




